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PRESS RELEASE

PENERBITAN PERATURAN BAPEPAM DAN PENJELASAN KASUS PELANGGARAN DI BIDANG PASAR MODAL
Pada hari ini, Senin tanggal 13 Maret 2000 Bapepam mengeluarkan 7 (tujuh) buah Peraturan yang terdiri dari 5 (lima) penyempurnaan Peraturan yang sudah ada dan 2 (dua) Peraturan baru sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Tujuan dari penerbitan Peraturan-peraturan tersebut adalah dalam rangka menjawab kebutuhan pasar tanpa meninggalkan prinsip-prinsip yang dipegang teguh dalam industri Pasar Modal yang bermuara pada perlindungan kepada investor, serta terlaksananya perdagangan secara teratur, wajar dan efisien. 

Pokok-pokok materi yang diatur pada ketujuh peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

I. PERATURAN YANG DISEMPURNAKAN

1. Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan
Peraturan ini disempurnakan dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan dan transparansi dalam penyajian laporan keuangan, serta penyesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, baik standar akuntansi internasional maupun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Penyempurnaan ini antara lain meliputi komponen laporan keuangan, penyajian laporan keuangan konsolidasi, laba per saham, piutang hubungan istimewa, pajak penghasilan, dan investasi pada efek. Penyempurnaan yang cukup mendasar antara lain berkaitan dengan penggunaan metode langsung dalam penyusunan laporan arus kas, dan perlakuan biaya emisi efek baik saham atau efek utang. Dalam peraturan sebelumnya, biaya emisi saham dapat ditangguhkan dan diamortisasi sampai dengan lima tahun atau selama umur efek utang tersebut, namun dalam penyempurnaan peraturan ini biaya emisi wajib dikurangkan secara langsung dari hasil emisi.

2. Peraturan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Peraturan ini disempurnakan dalam rangka menghilangkan kendala yang dihadapi pelaku pasar, khususnya Bursa Efek dalam menentukan periode perdagangan saham yang mengandung Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD/cum-right) serta periode perdagangan saham yang tidak mengandung HMETD/ex-right. Hal ini terjadi mengingat dalam ketentuan sebelumnya tidak terdapat acuan yang tegas untuk menetapkan periode cum-right dan ex-right. Dalam ketentuan sebelumnya, yang berhak atas HMETD adalah hanya pemegang saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam penyempurnaan ketentuan ini di tetapkan bahwa pemegang saham yang berhak atas HMETD adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS 11 (sebelas) hari setelah RUPS.

3. Peraturan Nomor IX.D.2. tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Dalam praktik selama ini, penyusunan laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum dirasakan kurang efisien. Hal ini karena Konsultan Hukum melakukan legal audit terhadap seluruh aspek hukum sejak Emiten atau Perusahaan Publik berdiri sampai dengan saat menjelang pelaksanaan right issue. Mengingat informasi tentang Emiten atau Perusahaan Publik sampai dengan sebelum right issue telah tersedia untuk umum, maka dalam peraturan ini ditetapkan bahwa informasi yang perlu di-disclose adalah informasi yang belum tersedia untuk umum.

Dalam peraturan ini ditentukan pula bahwa Emiten atau Perusahaan Publik wajib mencabut batasan-batasan dalam perjanjian kredit yang ditetapkan kreditur yang dipandang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik (negative covenant). 

4. Peraturan Nomor IX.D.3. tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Peraturan ini disempurnakan dalam rangka meningkatkan kualitas transparansi melalui pengungkapan informasi dalam Prospektus HMETD. Dalam Peraturan ini, Emiten atau Perusahaan Publik wajib mengungkapkan uraian tentang penggunaan dana secara lebih rinci dalam Prospektus dan jika digunakan untuk transaksi yang mengandung benturan kepentingan, transaksi yang material atau terjadi perubahan terhadap kegitan usaha utama dari perusahaan, maka Emiten atau Perusahaan Publik wajib tunduk pada ketentuan peraturan tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan peraturan tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

5. Peraturan Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender
Sebagai konsekuensi ditetapkannya peraturan tentang pengambilalihan perusahaan terbuka, maka beberapa ketentuan seperti ketentuan angka 1 huruf e mengenai definisi Pengendalian dan ketentuan angka 3 mengenai kewajiban untuk melakukan Penawaran Tender bagi Pihak yang melakukan pembelian saham melalui Bursa Efek sehingga pemilikannya mencapai 20% atau lebih dari seluruh saham perusahaan yang telah ditempatkan dan disetor penuh perlu dihapuskan. Penghapusan ini dilakukan mengingat ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang berkaitan dengan pengambil alihan (Take Over). Selanjutnya ketentuan tersebut diakomodir di dalam Peraturan baru tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

II. PERATURAN BARU

1. Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
Batasan materialitas dari transaksi yang dilakukan Emiten atau Perusahaan Publik dalam S-456/PM/1991 ditentukan sebesar 5% dari pendapatan atau 10% dari modal sendiri. Dalam peraturan baru ini, transaksi material tidak hanya meliputi transaksi pembelian atau penyertaan saham saja tetapi termasuk pula penjualan atau tukar menukar saham, aktiva maupun segmen usaha. Penetapan materialitas suatu transaksi ditingkatkan menjadi 10% dari pendapatan atau 20% dari modal sendiri.

Dalam peraturan ini diatur pula mengenai pengecualian bagi transaksi tertentu, yaitu antara lain transaksi yang dilakukan antara induk dengan anak perusahaan yang sahamnya dimiliki sekurang-kurangnya 99% oleh induk, transaksi dalam rangka menghindari dilusi kepemilikan efek dalam penambahan modal, transaksi dalam rangka restrukturisasi perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.D.4, dan transaksi oleh Emiten yang tidak menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas.

2. Peraturan Nomor IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
Penerbitan peraturan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham publik dalam hal terjadi pengambilalihan suatu Perusahaan Terbuka dengan tujuan pengendalian yang dilakukan baik melalui pembelian di bursa maupun di luar bursa. 

Dalam peraturan baru tersebut diatur antara lain mengenai pengertian Pengendalian yaitu tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan Pengendali Perusahaan Terbuka. Sedangkan yang dimaksud dengan Pengendali adalah Pihak yang memiliki saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya sebesar 20% atau lebih atau mempunyai kemampuan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan perusahaan melalui pengangkatan atau pemberhentikan direktur atau melakukan perubahan anggaran dasar.
Selain itu, diatur pula mengenai kewajiban melakukan Penawaran Tender sesuai dengan Peraturan Nomor IX.F.1 bagi Pengendali Perusahaan Terbuka baru untuk seluruh sisa saham atau Efek Bersifat Ekuitas Perusahaan tersebut, kecuali Efek yang dimiliki Pemegang Saham Utama atau Pihak Pengendali lain Perusahaan Terbuka tersebut selambat-lambatnya akhir hari kerja kedua. Dengan demikian, pihak yang akan mengambilalih harus mempunyai kemampuan finansial yang kuat. Syarat ini ditujukan dalam rangka memberikan kesempatan dan keadilan bagi pemegang saham publik untuk memutuskan investasinya pada perusahaan. Selain kewajiban tersebut, pelaku Penawaran Tender diharuskan menetapkan harga terbaik, sehingga tidak merugikan pemegang saham publik yang akan berpartisipasi dalam Penawaran Tender tersebut. 

Disamping itu, diatur juga bahwa setiap kontrak atau aktifitas dalam rangka pengambilalihan yang mempunyai benturan kepentingan secara ekonomis seperti pembebanan terhadap sumber daya perusahaan terbuka atau perubahan perjanjian yang telah dibuat oleh Perusahaan Sasaran, maka pembebanan atau perubahan perjanjian tersebut wajib mendapat persetujuan RUPS independen dari Perusahaan Sasaran dengan prosedur yang ditetapkan Bapepam sesuai dengan Peraturan Nomor IX.E.1.

Hal lain yang diatur dalam peraturan ini adalah pengecualian terhadap perubahan Pengendali Perusahaan Terbuka yang terjadi karena perkawinan atau pewarisan, Penggabungan Usaha, penetapan atau putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hibah, jaminan utang, pelaksanaan tugas dan wewenang dari badan atau lembaga pemerintah atau negara berdasarkan Undang-undang, dan pembelian atau perolehan saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya perusahaan terbuka dalam jangka waktu setiap 12 bulan sampai dengan 5%. Namun demikian, dalam rangka pemberian perlindungan kepada masyarakat, Pihak Pengendali Baru tetap diwajibkan untuk menyampaikan keterbukaan informasi. 

Pada kesempatan ini, Bapepam menginformasikan pula progress report atas dugaan pelanggaran di bidang pasar modal yang menarik perhatian masyarakat luas dan langkah-langkah yang akan dan telah diambil oleh Bapepam, sebagai berikut:

I. PT BANK BALI TBK 

Pemeriksaan atas kasus PT Bank Bali Tbk oleh Bapepam berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran atas ketentuan perdagangan orang dalam (insider trading) dalam transaksi saham PT Bank Bali Tbk (BNLI) ditujukan untuk menemukan ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal khususnya ketentuan mengenai perdagangan orang dalam (insider trading). Berdasarkan kewenangan sebagaimana diamanatkan oleh UUPM, kegiatan pemeriksaan meliputi:

1. Meminta dan menelaah data/dokumen dari orang perseorangan, Perusahaan Efek, Bank Kustodian, BAE, Bursa Efek, Deutsche Boerse Clearing AG (DBC AG), Standard Chartered Bank (SCB), Penasihat Keuangan, Baader Wertpapierhandelsbank (salah satu anggota kliring DBC AG) dan Bundesaufsichtsamt Fur Den Wertpapierhandel (Otoritas Pasar Modal Jerman).

2. Meminta keterangan dan dokumen dari Pihak yang melakukan penjualan cukup besar:

a. PT Sarijaya Wira Sentosa

b. PT Kalibesar Asri

c. The Sanwa Bank

3. Meminta keterangan dan dokumen dari Pihak yang melakukan pembelian saham BNLI cukup besar antara lain :

a. Warburg Dillon Read (Penasihat keuangan SCB)

b. Baader Wertpapierhandelsbank (Market Maker saham BNLI di Jerman dan merupakan anggota DBC)

4. Meminta data nasabah yang melakukan transaksi BNLI periode April 1999 s/d Januari 2000 dari 42 Perusahaan Efek yang melakukan transaksi lebih dari 500.000 lembar saham BNLI.

5. Melakukan pemeriksaan setempat pada Perusahaan Efek yaitu:

a. PT Warburg Dillon Read Indonesia

b. PT Sarijaya Permana Sekuritas

c. PT Vickers Ballas Tamara

6. Menerima daftar kepemilikan 100 Pihak atas saham BNLI dari DBC AG per 14 Desember 1999.

7. Menelaah kepemilikan DBC AG atas saham BNLI yang telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana tanggal 6 s/d 27 Juli 1999 meningkat dari 5,027% menjadi 20,082% dan pada tanggal 3 Maret 2000 telah mencapai 49,774% dari total seluruh saham perusahaan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

8. Meminta BAE PT Bank Bali Tbk untuk melaporkan setiap perubahan kepemilikan DBC AG atas saham BNLI termasuk melaporkan setiap Pihak yang akan meregistrasikan saham-saham BNLI untuk kepentingan DBC AG.

9. Meminta Bank Kustodian DBC AG untuk melaporkan setiap perubahan kepemilikan DBC AG atas saham BNLI.

10. Meminta DBC AG untuk memberikan daftar nama kepemilikan manfaat (beneficial owners) saham BNLI yang dicatatkan atas nama DBC AG. 

11. Meminta konfirmasi kepada otoritas pasar modal Jerman untuk memberikan informasi mengenai keberadaan DBC AG dan transaksi yang dilakukan oleh DBC AG atas saham BNLI dan alasan investor Jerman untuk membeli saham BNLI. 

II. PT. FISKARAGUNG PERKASA TBK

Pemeriksaan atas kasus PT Fiskaragung Perkasa Tbk oleh Bapepam berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran atas ketentuan perdagangan orang dalam (insider trading) dalam transaksi saham FISK telah dimulai sejak bulan Desember 1999 dan masih berlangsung hingga saat ini. Pemeriksaan ditujukan untuk menemukan ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal khususnya ketentuan mengenai perdagangan orang dalam (insider trading). Berdasarkan kewenangan sebagaimana diamanatkan oleh UUPM, kegiatan pemeriksaan meliputi:

1. Menelaah data/dokumen yang terkait dengan kasus PT Fiskaragung Perkasa Tbk.

2. Melakukan pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap Pihak-pihak yang diduga mengetahui dan atau memiliki informasi orang dalam seperti:

a. Direksi/Komisaris PT Fiskaragung Perkasa Tbk.

b. 22 Perusahaan Efek yang melakukan transaksi dalam jumlah relatif besar periode Nopember 1999.

c. Pengurus PT Fiskaragung Perkasa Tbk. dalam masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

d. PT Vickers Ballas Tamara selaku Financial Advisor PT Fiskaragung Perkasa Tbk.

e. Kreditur PT Fiskaragung Perkasa Tbk. antara lain: Performa Investment dan Direktur PT Asia Kapitalindo Sekuritas.

f. Beberapa nasabah Perusahaan Efek.

g. PT Bursa Efek Jakarta (PT BEJ).

3. Hingga saat ini, Bapepam masih terus melakukan pemeriksaan atas kasus tersebut untuk menemukan bukti-bukti pendukung lainnya berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran UUPM.


Selain kasus-kasus tersebut di atas, saat ini Bapepam juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap beberapa kasus lain yang akan diumumkan kemudian apabila telah diperoleh bukti-bukti yang cukup atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Jakarta, 13 Maret 2000 

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL

